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Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), harus dipenuhi 
keempat syarat perjanjian agar bisa disebut sebuah perjanjian yang sah dan 
mengikat oleh kedua belah pihak. Perjanjian antara bank dan debitur di PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta menerapkan asas kepercayaan, 
dilakukan dalam bentuk tertulis, dibuat perjanjian baku yang telah dilegalisasi 
oleh notaris, dan jaminan hak tanggungan guna menjamin pelunasan hutang 
debitur. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif 
dengan jenis penelitian deskriptif karena akan mendeskripsikan mengenai 
penerapan asas kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah 
pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta. Hasil 
penelitian yang dapat disimpulkan penulis yaitu bahwa penerapan asas 
kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk dilakukan kepada debitur sebelum pelaksanaan 
sampai dengan masa berakhirnya perjanjian kredit dan tanpa adanya wanprestasi 
yang dilakukan oleh debitur. 
 
Kata Kunci: asas kepercayaan, perjanjian kpr, hak tanggungan 
 
Abstract 
In the Implementation of the Home Ownership Loan (KPR) of Agreement, all 
four terms of the agreement must be fulfilled so that they can be called a legal and 
binding agreement by both parties. Agreement between bank and debitor at PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in Surakarta applies the principle of trust, 
carried out in written form, made a standard agreement that has been legalized by 
a notary, and guaranteed of rights to guarantee repayment of debitor debts. The 
research method used by the writer is juridical normative with a type of 
descriptive research because it will describe the application of the principle of 
trust in the implementation of a mortgage agreement at PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk in Surakarta. The results of the study that can be concluded 
by the author are that the application of the principle of trust in the 
implementation of a home loan agreement at PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk in Surakarta is carried out to the debitor before the implementation 
until the expiration of the credit agreement and without the default made by the 
debitor. 
 




Pembangungan yang bergerak di bidang ekonomi merupakan bagian dari 
pembangunan nasional, dan merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan 
rakyat. Salah satu unsur pokok dalam pembangunan untuk mensejahterakan 
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rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bidang papan atau bisa 
disebut dengan perumahan. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan yang 
mendasar bagi manusia, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran dan 
lain-lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 
tentang Perumahan dan Pemukiman, yang dimaksud dengan rumah adalah 
:“Rumah adalah bangungan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan hunian 
bagi pembinaan dalam keluarga.”  
Pada era zaman sekarang ini banyak orang yang tidak dapat membeli 
rumah secara tunai karena kurangnya uang yang mereka miliki. Bagi masyarakat 
yang tidak memiliki uang tunai, masyarakat dapat mengajukan Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) pada bank – bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan KPR. 
KPR atau kredit kepemilikan rumah merupakan produk perbankan atas 
pembiayaan pembelian rumah yang ready stok atau indent, pembangunan di atas 
lahan/kavling yang dimiliki, dan renovasi rumah. Jenis KPR tidak hanya 
mencangkup rumah tinggal saja, tetapi juga bisa berupa rumah toko (ruko), rumah 
kantor (rukan), sampai apartemen, dan rumah susun (rusun) (Prasetyono, 2013). 
Dalam menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pihak perbankan 
adalah sebagai penyedia dana. Salah satu bank yang menyediakan Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
Cabang Surakarta. 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Tbk adalah salah satu bank dari 
pemerintah yang menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat 
di Indonesia. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang diberikan oleh 
bank (kreditur) kepada debitur yang digunakan untuk membeli rumah dan/atau 
tanah guna dimiliki, dihuni atau dipergunakan sendiri.  
Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang 
berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal tertentu, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan 
antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan “perikatan”. Oleh karena itu 
perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya 
(Subekti, 1996). Dalam melaksanakan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
disini menerapan asas kepercayaan dimana antara bank sebagai kreditur dan orang 
yang mengajukan KPR sebagai debitur saling percaya untuk melaksanakan 
perjanjian. Kreditur percaya bahwa debitur akan melaksanakan prestasinya, 
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sedangkan debitur juga percaya bahwa kreditur akan membiayai rumah yang 
debitur inginkan. Asas kepercayaan yaitu apabila para pihak yang mengadakan 
perjanjian harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara mereka. Artinya pihak 
yang satu percaya bahwa pihak yang lain akan memenuhi prestasinya dikemudian 
hari, dan begitu juga sebaliknya.  
Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa 
apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, orang atau 
badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit (Naja, 
2005). Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit yang sumbernya 
dari dana masyarakat untuk masyarakat, bank membutuhkan kepastian untuk 
pengembalian pinjaman yang diberikan kepada debitur yaitu dengan adanya 
jaminan. Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang menjadi jaminan 
kredit ialah Hak Atas Tanah atau rumah yang dibeli secara kredit tersebut.  
Yang dimaksud dengan Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan adalah : 
“Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu 
terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. Dalam arti bahwa jika debitur 
cidera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual obyek  
jaminan melalui pelelangan umum menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan, dengan hak didahulukan kepentingannya dari 
pada kreditur-kreditur yang lain. 
 
Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan Hak 
Tanggungan tidak akan terjadi apabila para pihak tidak saling mempercayai satu 
dengan yang lain. Dalam perspektif islam asas kepercayaan disebut dengan Al-
Amanah yaitu dalam setiap perjanjian (akad) wajib dilaksanakan oleh para pihak 
sesuai dengan kesepakatan yang diterapkan oleh yang bersangkutan dan agar 
terhindar dari cidera janji. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam Surat An-Nisa 
ayat 58 yaitu “sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat 
kepada yang berhak untuk menerimanya.” Sedangkan dalam Surat Al-Baqarah 
ayat 283 yaitu “Maka hendaklah kamu yang dipercayai itu untuk menunaikan 
amanatnya.” Dan dalam Surat Al-Anfal ayat 27 yaitu “janganlah kamu 




Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas maka penulis dapat 
mengangkat tiga rumusan masalah guna dibahas dalam skripsi ini, yaitu : 1). 
Bagaimana Penerapan Asas Kepercayaan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero). Tbk Cabang Surakarta ? 2). Bagaimana Pelaksanaan 
Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan Hak Tanggungan 
antara Nasabah dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Tbk Cabang 
Surakarta ? 3). Permasalahan apa yang timbul dalam perjanjian Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) dengan jaminan Hak Tanggungan ? Dan bagaimana upaya untuk 
menyelesaikannya ? 
Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu : 1. Tujuan Penelitian 
adalah sebagai berikut : a) Untuk mengetahui tentang penerapan asas kepercayaan 
dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan 
Hak Tanggungan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang 
Surakarta. b) Untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) dengan jaminan Hak Tanggungan antara nasabah dengan PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero).Tbk Cabang Surakarta. c) Untuk mengetahui 
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) dengan jaminan Hak Tanggungan, dan upaya untuk menyelesaikannya. 2. 
Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a) 
Manfaat Teoritis yaitu dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang 
hukum perdata, khususnya terkait dengan penerapan asas kepercayaan dalam 
pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan Hak 
Tanggungan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Tbk Cabang Surakarta. 
b) Manfaat Praktis yaitu dapat memberikan sumbangsih kepada para pihak yang 
terkait, dikarenakan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dalam berfikir 
serta wawasan pemahaman terhadap penerapan asas kepercayaan dalam 




Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode yuridis 
normatif dan menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder berupa 
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Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara bank dan debitur. Metode 
Analisis Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif 
kualitatif.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Penerapan Asas Keperayaan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta. 
Asas kepercayaan sangat penting dalam membuat perjanjian kredit pemilikan 
rumah (KPR), karena asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa 
usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan debiturya 
(Usman, 2001). Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus 
menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak yang melakukan 
perjanjian. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan 
diadakan oleh kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini maka kedua pihak 
saling mengikatkan dirinya agar perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan 
sebagai undang-undang (Natoras, 2011). Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) disini PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mempunyai 
kepercayaan bahwa kredit yang diberikan bermanfaat bagi debitur sesuai dengan 
yang debitur inginkan, yaitu dengan memberikan kredit untuk membiayai rumah 
yang ingin dibeli oleh debitur dan yang paling utama PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk percaya debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit 
beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan dengan asas 
kepercayaan ini PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan debitur saling 
mengikatkan diri agar Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) itu mempunyai 
kekuatan mengikat dan sebagai undang-undang. 
Bahwa penerapan asas kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian kredit 
pemilikan rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah 
sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dimana dalam 
memberikan kredit atau pembiayaan, bank umum wajib mempunyai keyakinan 
atau kepercayaan yang berdasarkan berdasarkan analisis yang mendalam atau 
itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. 
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Analisis yang mendalam tersebut maksudnya dengan menggunakan prinsip-
prinsip perkreditan yang sehat dilaksanakan yaitu dengan adanya pemenuhan 
persyaratan dokumen pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan 
menggunakan 5C’s of Credit Analysis yaitu character (kepribadian), capacity 
(kemampuan), capital (modal), condition of economy (kondisi ekonomi), dan 
collateral (agunan). PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk percaya bahwa 
debitur akan melaksanakan prestasinya dikemudian hari yaitu debitur sanggup 
membayar tagihan kredit beserta bunga tiap bulannya. Dan debitur percaya bahwa 
bank akan melaksanakan prestasinya yaitu akan membiayai rumah yang akan 
dibeli oleh debitur tersebut. 
Dalam perspektif islam asas kepercayaan disebut dengan Al-Amanah yaitu 
dalam setiap perjanjian (akad) wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan 
kesepakatan yang diterapkan oleh yang bersangkutan dan agar terhindar dari 
cidera janji. Hal ini telah sesuai dengan pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) pada PT. Bank  Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang 
Surakarta, dimana para pihak yaitu antara BANK dengan DEBITUR telah sepakat 
untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kredit, dengan disertai 
ketentuan-ketentuan yang sudah mereka sepakati terlebih dahulu agar terhindar 
wanprestasi/lalai dikemudian hari.  Dasar hukumnya dapat dilihat dalam Surat 
An-Nisa ayat 58 yaitu “sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk 
menyampaikan amanat kepada yang berhak untuk menerimanya.” Sedangkan 
dalam Surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu “Maka hendaklah kamu yang dipercayai 
itu untuk menunaikan amanatnya.” Dan dalam Surat Al-Anfal ayat 27 yaitu 
“janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 
sedang kamu mengetahuinya.” Hal ini berarti para pihak yaitu bank dan debitur 
harus menyampaikan amanatnya yaitu Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
dan apabila debitur sudah dipercayai bank untuk membiayai rumah yang debitur 
inginkan, maka hendaklah debitur tidak melakukan wanprestasi/cidera janji 
dengan sengaja. 
3.2 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan 
Jaminan Hak Tanggungan antara Debitur dan PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta. 
Para pihak yang mengadakan perjanjian dalam perjanjian ini yaitu antara PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta dengan Kartika Sari 
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(bukan nama asli) yang dibuat pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, dengan 
ini, para pihak mengikatkan diri untuk mengadakan dan menandatangani 
Perjanjian Kredit. Perjanjian kredit ini dilakukan dalam bentuk tertulis dan dibuat 
perjanjian baku yang telah dilegalisasi oleh notaris. 
Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dilakukan oleh kedua 
belah pihak telah sesuai dengan pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat (11) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) “Kredit adalah 
penyediaan uang atau tagihan dan dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan dan/atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak 
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 
waktu tertentu yang sudah ditentukan yang disertai dengan adanya bunga.” Jadi 
dapat dilihat bahwa dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan debitur disini pihak bank adalah 
selaku penyedia dana dan nyonya Kartika Sari selaku debitur saling sepakat atau 
setuju untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang dimana uang tersebut 
digunakan untuk membiayai rumah yang akan dibeli oleh debitur seharga 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang itu akan dipindahbukuan ke 
rekening penjual/pengembang rumah tersebut. Dengan perjanjian ini maka 
mewajibkan pihak debitur untuk membayar dan melunasi hutangnya dalam jangka 
waktu yang telah ditentukan dalam Bagian I Mengenai Ketentuan Pokok 
Perjanjian Kredit pada huruf d, huruf g dan huruf i, yaitu dalam kurun waktu 240 
(dua ratus empat puluh) bulan dan membayar angsuran tanggal 7 setiap bulannya 
sebesar Rp. 1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) 
disertai dengan bunga sebesar 9,49% (sembilan koma empat puluh sembilan 
persen). 
Perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) yang dilakukan oleh PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk.  dan debitur disini tidak dibuat secara bersama-
sama oleh kedua belah pihak, tetapi perjanjian Perjanjian kredit pemilikan rumah 
(KPR) ini sudah ditetapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  
sendiri dalam bentuk formulir dan debitur hanya diberi kesempatan untuk 
membaca dan memahami isi formulir tersebut. Dan jika debitur ingin mengajukan 
kredit pemilkan rumah tersebut berarti debitur harus sepakat dan setuju mengenai 
isi pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah ditetapkan oleh PT. 
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Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dan sepakat dalam perjanjian Kredit disini 
sah, karena perjanjian ini tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, maupun 
ketertiban umum dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Menurut pendapat penulis, 
perjanjian kredit pemilikan rumah itu lebih baik dibuat dan ditetapkan oleh pihak 
bank, karena hal ini juga akan menguntungkan pihak debitur itu sendiri. Misalnya 
adalah dalam Pasal 10 ayat (1) Syarat dan Ketentuan Perjanjian Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan debitur, 
dimana debitur Selama jangka waktu kredit atau utang belum dilunasi, DEBITUR 
bersedia dan setuju untuk mengadakan pertanggungan asuransi atas DEBITUR 
dan obyek Agunan. Premi asuransi menjadi beban DEBITUR sendiri dengan 
mencantumkan klausula banker's clause, dimana Bank adalah penerima ganti rugi 
atas peristiwa yang terjadi atas obyek pertanggungan sebagaimana disebutkan 
dalam perjanjian asuransi (polis). Dengan adanya ketentuan tersebut dalam 
perjanjian kredit pemilikan rumah yang dibuat oleh PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk itu akan menolong pihak debitur, bahkan dalam prakteknya bahaya 
kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir turut diasuransikan sehingga 
Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah ini tidak akan merugikan pihak debitur. 
Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara debitur dengan PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH 
Perdata bahwa suatu perjanjian itu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian agar 
perrjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan sebagai undang-untuk bagi 
para pihak yang membuatnya, yaitu Syarat yang pertama yaitu adanya 
kesepakatan para pihak untuk mengadakan perjanjian. Syarat tersebut sudah 
terpenuhi dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
oleh para pihak yaitu Debitur dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada 
hari Senin tanggal 18 Februari 2019. Para pihak tersebut saling mengikatkan diri 
untuk mengadakan perjanjian dan menyetujui atas hubungan hukum yang akan 
menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh para 
pihak. Syarat yang kedua yaitu adanya kecakapan, diketahui dalam Perjanjian 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
dan debitur. Dalam hal ini PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah 
sebuah perusahaan berbadan hukum milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang bergerak dibidang perbankan dan Nyonya Kartika Sari yang juga sebagai 
debitur tersebut sudah menikah dengan Tuan Adi Pradana, sehingga para pihak 
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sudah dikategorikan dewasa dan dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian. 
Syarat yang ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu yaitu obyek perjanjian. Yang 
menjadi obyek dalam perjanjian ini adalah sebuah tanah dan rumah seharga Rp. 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terletak di Kalinti Blok No.I RT: 
003/RW: 003, Siwal, Baki, Sukoharjo-57556, Jawa Tengah. Syarat yang terakhir 
adalah adanya sebab atau kausa yang halal. Dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 
KUH Perdata tidak dijelaskan mengenai suatu sebab yang halal tetapi hanya 
menjelaskan bahwa apabila perjanjian itu dibuat tanpa sebab, terlarang, atau palsu 
maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang 
dimaksud sebab yang terlarang disini adalah apabila dilarang oleh undang-undang 
dan/atau berlawanan dengan kesusilaan dan keteriban umum. Perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan 
debitur dibuat dengan tidak bertentangan dengan undang-undang karena 
perjanjian ini sudah dilegalisasi oleh notaris dan dibuat dengan tujuan untuk 
membiayai rumah yang diinginkan debitur, dan rumah tersebut digunakan untuk 
tempat tinggal dan tidak dibenarkan digunakan untuk kepentingan lain selain yang 
telah ditentukan secara jelas dalam Pasal 11 pada Syarat dan Ketentuan pada 
Perjanjian Kredit Pemilian Rumah (KPR) antara PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk dan Nyonya Kartika Sari. 
Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
pada Pasal 9 Syarat dan Ketentuan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah pada PT. 
Bank Tabungan Negara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yaitu guna menjamin 
pembayaran kembali pokok kredit, bunga kredit, denda dan pembayaran lainnya 
dalam rangka pelunasan kredit, debitur setuju untuk menyerahkan 
agunan/jaminan. Yang menjadi obyek agunan/jaminan adalah tanah beserta 
bangunan yang dibeli secara kredit oleh debitur tersebut. Yaitu sudah dijelaskan 
pada Bagian I KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KREDIT yaitu tanah dan 
rumah seharga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana lokasi 
jaminan/agunannya terletak di KALINTI Blok No. 1 RT 003/003, SIWAL, BAKI, 
SUKOHARJO, JAWA TENGAH dengan tipe rumah 45/84. 
Bahwa dalam perjanjian kredit pemilkan rumah (KPR) sebagai bukti 
bahwa ada jaminan/agunan yang dibebankan, perlu dibuatkan Akta Pembebanan 
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Hak Tanggungan (APHT) oleh notaris/PPAT yang telah ditunjuk oleh PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta sendiri. Akta pemebebanan 
Hak Tanggungan (APHT) disini isinya telah sesuai dengan Pasal 11 Undang – 
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu sebagai berkut 
Yang pertama nama dan identitas Pemegang dan Pemberi Hak Tanggungan dalam 
pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan hak 
tanggungan disini PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta 
yang selanjutnya disebut BANK adalah Pemegang hak Tanggungan karena PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta adalah pihak yang 
memberikan utang kepada debitur atau pihak yang berpiutang, sedangkan Pemberi 
Hak Tanggungan disini adalah Nyonya Kartika Sari karena dia adalah pihak yang 
berhutang. Yang kedua dalam APHT harus berisi domisili para pihak. Dalam 
perjanjian kredit pemilikan rumah disini domisili Pemegang Hak Tanggungan 
berada di Kantor Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Surakarta di jalan Slamet 
Riyadi Nomor 282 Surakarta. Dan Pemberi Hak Tanggungan beralamat di Kalinti 
Blok No. 1 RT:003/RW:003 Siwal, Baki Sukoharjo. Yang ketiga dalam APHT 
harus berisi penunjukan secara jelas hutang yang dijamin. Dalam perjanjian kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) disini pemegang hak tanggungan atau bank memberikan 
kredit guna untuk membeli tanah dan rumah yang ingin dibeli oleh debitur 
seharga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pemberi hak tanggungan 
atau Nyonya Kartika Sari berkewajiban untuk membayar angsuran setiap 
bulannya. Yang keempat APHT harus berisi nilai tanggungan, dalam Perjanjian 
Kredit Pemilikan Rumah disini adalah tanah dan rumah seharga 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tipe rumah 45/84 yang 
berlokasi di Kalinti Blok No. 1 RT:003/RW:003 Siwal, Baki Sukoharjo. Yang 
terakhir dalam APHT harus berisi uraian yang jelas mengenai obyek Hak 
Tanggunan yaitu Hak Milik Nomor 333/Siwal yang terletak di provinsi Jawa 
Tengah, kota/kabupaten: Sukoharjo, kecamatan: Baki, kelurahan: Siwal. 
Dan juga dalam APHT disini memuat janji-janji antara lain : 
Pertama, janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan 
untuk menyewakan Objek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah 
jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka, kecuali dengan 
persetujuan tertulis lebih dulu dari pemegang Hak Tanggungan.  
 11 
 
Kedua, janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak 
tanggungan untuk mengelola objek hak tanggungan berdasarkan penetapan Ketua 
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak objek hak tanggungan 
apabila debitur benar-benar cidera janji.  
Ketiga, janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak 
tanggungan untuk menyelamatkan objek hak tanggungan, Jika hal itu diperlukan 
untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau 
dibatalkannya hak yang menjadi objek hak tanggungan karena tidak dipenuhi atau 
dilanggarnya ketentuan Undang-undang, serta kewenangan untuk mengajukan 
permohonan perpanjangan jangka waktu dan/atau memperbaharui atas tanah yang 
menjadi Obyek Hak Tanggungan.  
Keempat, Janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak 
untuk menjual atas kekuasaan sendiri hak tanggungan apabila debitur cidera janji. 
Kelima, janji yang diberikan oleh pemegang hak tanggungan pertama bahwa 
objek hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari hak tanggungan. 
Keenam, janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak akan melepaskan 
haknya atas objek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
pemegang hak tanggungan. Ketujuh, janji bahwa pemegang hak tanggungan akan 
memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi hak 
tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila objek hak tanggungan dilepaskan 
haknya oleh pemberi hak tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan 
umum. 
Kedelapan, janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh 
seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi hak tanggungan 
untuk pelunasan piutangnya, jika objek hak tanggungan diasuransikan. 
Kesembilan, janji bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosongkan objek hak 
tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan, dan terakhir janji bahwa 
pemberi sertifikat hak atas tanah yang telah di bubuhi catatan pembebanan hak 
tanggungan diserahkan kepada dan untuk disimpan Pemegang Hak Tanggungan. 
Pemberi kuasa berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri serta sanggup 
atas biaya sendiri mengosongkan Obyek Hak Tanggungan itu sewaktu-waktu bila 
Penerima Kuasa memandang perlu untuk menjual Obyek Hak Tanggungan dalam 
rangka penyelesaian pinjaman. 
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Hal tersebut di atas sifatnya wajib untuk sahnya dari Akta Pemberian Hak 
Tanggungan (APHT). Dan apabila hal-hal tersebut tidak dicantumkan secara 
lengkap dalam Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT), maka akibat hukumnya 
adalah batal demi hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenui asas 
spesialitas dari hak tanggungan, Baik mengenai subyek, obyek, maupun utang 
yang dijamin.  
Tahap selanjutnya adalah pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak 
tanggungan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) adalah setelah Akta Pemberian 
Hak Tanggungan (APHT) ditandatangani oleh notaris yang ditunjuk oleh PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta, lalu seluruh berkas-
berkas Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah ditandatangani oleh 
notaris serta berkas lain yang diperlukan tersebut diserahkan / dikirim ke kantor 
Pertanahan Negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah 
penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).  
Kemudian kantor Pertanahan Negara membuatkan buku hak tanggungan 
dengan mencatatnya dalam buku yang bersangkutan. Pelaksanaan pendaftaran hak 
tanggungan diatur dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 5 
Tahun 1996 tentang pendaftaran hak tanggungan dan kemudian dijabarkan lebih 
lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran 
tanah dan peraturan menteri Negara / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 setelah 
dilakukan pendaftaran selanjutnya kantor pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak 
Tanggungan sebagai bukti adanya hak tanggungan pada objek jaminan yang 
berupa tanah dan bangunan diatasnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
Secara hukum Sertifikat hak tanggungan yang diterbitkan oleh kantor 
Pertanahan Negara sudah balik nama atas nama DEBITUR tetapi masih dipasang 
Hak Tanggungan atas nama PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang 
Surakarta karena debitur belum melunasi hutangnya. Dengan adanya sertifikat hak 
tanggungan tersebut maka proses ikatan jaminannya dengan hak tanggungan di 
PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta telah sah dan selesai 
menurut hukum. Apabila DEBITUR sudah melunasi hutang dan tidak melakukan 
cidera janji, maka PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta 
akan mengeluarkan Surat Roya (Surat Pencoretan Hak Tanggungan).  
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3.3 Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) dengan Jaminan Hak Tanggungan dan Upaya untuk 
Menyelesaikannya. 
Salah satu permasalahan yang timbul dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk adalah DEBITUR wanprestasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, 
pihak bank kemudian berupaya untuk mengadakan konfirmasi dengan 
menghubungi debitur yang menunggak pembayaran, baik menggunakan alamat 
KTP debitur ataupun alamat yang menjadi obyek Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 
Berkat upaya yang dilakukan oleh pihak bank, maka debitur yang menunggak 
dapat dihubungi dan mendapat surat Peringatan yang pertama untuk datang ke 
Kantor Cabang Bank Tabungan Negara Surakarta, bertujuan untuk 
mengkonfirmasi dan menyelesaikan masalah tunggakan tersebut secara 
musyawarah. Dan apabila setelah diberi Surat Peringatan yang pertama debitur 
tidak mengindahkannya, maka debitur akan diberi surat peringatan kedua pada 
bulan kedua penunggakan, sampai Surat Peringatan yang ketiga apabila debitur 
masih tetap tidak mengindahkannya dengan membayar angsuran disertai bunga 
dan denda yang telah disepakati maka bank akan melelang obyek agunan/jaminan 
tanpa harus mengkonfirmasi kepada debitur, karna kesepakatan sudah 
dilaksanakan pada waktu tandatangan perjanjian kredit pemilikan rumah ini. Hasil 
dari pelelangan tersebut untuk membayar dan melunasi hutang, bunga dan denda 
debitur. Apabila hasil pelelangan masih ada sisa maka sisanya akan diserahkan 
kepada debitur. dan apabila hasil pelelangan agunan kredit jumlahnya belum 
mencukupi untuk melunasi seluruh hutang debitur maka bank akan mengambil 
pelunasan atas sisa hutang tersebut dari penjualan barang-barang lain milik 
debitur.  
Berdasarkan penelitian tentang permasalahan yang timbul dalam 
pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan hak 
tanggungan dan upaya untuk menyelesaikannya pada PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero)Tbk tersebut diatas maka dapat dianalisis sebagai berikut: 
Bahwa Pasal 12 Syarat & Ketentuan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, dimana debitur akan diberikan surat 
peringatan yang menyatakan bahwa debitur lalai/wanprestasi. Setelah DEBITUR 
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dinyatakan lalai/wanprestasi oleh BANK, maka debitur wajib membayar sejumlah 
uang untuk menutupi kekurangan agunan/jaminan kredit tersebut, dan menambah 
barang-barang atau benda-benda lain untuk diikat sebagai jaminan tambahan.  
Dalam Pasal 16 Syarat & Ketentuan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan dimana apabila debitur wanprestasi maka bank berhak 
menjual obyek Hak Tanggungan dengan pelelangan dan mengambil pelunasan 
atas utang debitur dari hasil penjualan tersebut. Apabila hasil penjualan jaminan 
tersebut lebih besar dari utang debitur maka sisa dari hasil penjualan jaminan 
tersebut diserahkan kepada debitur atau si pemberi jaminan. yaitu Hak Milik 
Nomor 333/Siwal yang terletak di provinsi Jawa Tengah, kota/kabupaten: 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Perjanjian 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
Cabang Surakarta yang telah diuraikan pada BAB III, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut :  
Bahwa penerapan asas kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian kredit 
pemilikan rumah (KPR) dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta diberikan kepada debitur 
sebelum pelaksanaan perjanjian kredit. Asas kepercayaan sangat penting dalam 
membuat perjanjian KPR, karena asas kepercayaan adalah suatu asas yang 
menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank 
dan debiturya. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin 
akan diadakan oleh kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini maka kedua pihak 
saling mengikatkan dirinya agar perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan 
sebagai undang-undang. Asas kepercayaan dalam perspektif islam disebut dengan 
Al-Amanah, dasar hukumnya dapat dilihat dalam Surat An-Nisa ayat 58, Surat 
Al-Baqarah ayat 283 dan Surat Al-Anfal ayat 27.  
Bahwa pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan 
jaminan hak tanggungan antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk dengan 
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debitur dilakukan dalam bentuk tertulis dan dibuat perjanjian baku yang telah 
dilegalisasi oleh notaris, dan perjanjian ini tidak dibuat secara bersama-sama oleh 
kedua belah pihak, tetapi sudah ditetapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk.  sendiri dalam bentuk formulir dan debitur hanya diberi 
kesempatan untuk membaca dan memahami isi formulir tersebut. Perjanjian 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah 
sesuai dengan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, 
pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan, dan mengenai jaminan 
dalam Perjanjian KPR ini telah sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 
Bahwa salah satu permasalahan yang timbul dalam Perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah DEBITUR wanprestasi. Untuk mengatasi 
masalah tersebut, pihak bank kemudian berupaya untuk mengadakan konfirmasi 
dengan menghubungi debitur dan debitur diberi surat Peringatan, batas debitur 
untuk mendapatkan surat peringatan adalah sampai tiga kali. Dan apabila debitur 
masih tetap tidak mengindahkannya dengan membayar angsuran disertai bunga 
dan denda yang telah disepakati maka bank akan melelang obyek agunan/jaminan 
tanpa harus mengkonfirmasi kepada debitur. Hasil dari pelelangan tersebut untuk 
membayar dan melunasi hutang, bunga dan denda debitur. Bahwa Pasal 12 Syarat 
& Ketentuan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero)Tbk telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, 
mengenai ketentuan wanprestasi. Dan Pasal 16 Syarat & Ketentuan Perjanjian 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dimana apabila debitur 
wanprestasi maka bank berhak menjual obyek Hak Tanggungan dengan 
pelelangan dan mengambil pelunasan atas utang debitur dari hasil penjualan 
tersebut. Apabila hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari utang debitur 
maka sisa dari hasil penjualan jaminan tersebut diserahkan kepada debitur atau si 
pemberi jaminan. 
4.2 Saran 
Kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta atau pihak 
yang memberikan kredit sebaiknya lebih teliti lagi dalam menilai dan 
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menganalisis untuk memberikan persetujuan kredit pemilikan rumah (KPR) hal 
ini bertujuan untuk menghindari debitur melakukan wanprestasi di kemudian hari. 
Dan juga diharapkan pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang 
Surakarta terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah dan 
mengembangkan produk, serta melaksanakan program Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) secara konsisten dan memperluas wilayah pemasaran untuk Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR). 
Kepada pihak debitur atau pihak yang mengajukan kredit sebaiknya lebih 
teliti dan memahami lagi isi dari Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
sebelum menyepakati dan menandatanganinya. Sehingga apabila pihak debitur 
belum paham mengenai isi perjanjian tersebut dapat menanyakan kepada pihak 
bank, jadi pihak debitur tidak asal menyetujuinya saja. Dan sebaiknya debitur 
leibih memahami isi perjanjian pada bagian provisi, suku bunga, denda 
tunggakan, dan jaminan atau agunan dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR. 
Sehingga apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank, maka debitur 
dapat mengkomplain dengan menunjukan bukti-bukti dalam perjanjian. 
Kepada pemerintah sudilah kiranya untuk menetapkan kebijakan 
menganai segala hal yang berhubungan dengan perjanjian kredit, sehingga dapat 
memberikan perlindungan yang adil bagi pihak bank maupun debitur. Serta 
melakukan pengawasan terhadap setiap bank agar dalam membuat perjanjian 
kredit pemilikan rumah (KPR) pihak bank tidak mementingkan keuntungannya 
saja, sehingga apabila pengawasan ini dilakukan dapat memberikan kepastian 
hukum yang jelas bagi pihak debitur. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Amiruddin, dan Asikin, Zaenal. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. 
Jakarta : Rajawali Pers. 
Asikin, Zainal. 2015. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta : Rajawali 
Pers. 
Budiwati, Septarina dkk. 2018. Hukum Perdata. Surakarta : Muhammadiyah 
University  




Devita, Irma Purnamasari. 2011. Kiat-Kiat Cerdas Mudah dan Bijak Memahami 
Masalah Hukum Jaminan Perbankan. Bandung : PT. Mizan Pustaka. 
Mylawuskblog. 2013. Prosedur Pembebanan Hak Tanggungan Berdasarkan 
Undang-Undang Hak Tanggungan (UU No 4 Tahun 1996). Dalam 
https://mylawuskblog.wordpress.com/2013/03/18/prosedur-pembebanan-
hak-tanggungan-berdasarkan-undang-undang-hak-tanggungan-uu-no-4-
tahun-1996/, diunduh Minggu 11 November 2018 
Perangin, Effendi. 1991. Prektek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit. 
Jakarta : Rajawali Pers. 
Natoras, Podani. 2011. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian. dalam 
http://ilmuef.blogspot.com/2015/11/asas-asas-dalam-hukum-
perjanjian.html. diunduh Minggu, 18 November 2018 pukul 21.45 
Prasetyo, Wirahadi. 2013. Cara Mudah Mengurus Surat Tanah Rumah, 
Yogyakarta : FlashBooks. 
Salim H.S. 2003. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta : 
Sinar Grafika. 
Salim, H.S. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta : PT Raja 
Grafindo Persada. 
Soekamto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 
Soekamto, Soerjono. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas 
Indonesia (UI-Press).  
Subekti , R. 2002. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa. 
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman. 
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah 
beserta Benda – Benda yang berkaitan dengan Tanah. 
Usman, Rachmadi. 2001. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta : PT. 
Gramedia Pustaka Utama. 
 
